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xiv + 110 pages, 24 tables, 8 pictures, 5 attachments 

 

Primary dentists have their function as a gatekeeper who give the first primary 

health care. The payment system for the primary dentist is 2.000 IDR each patient  

by using capitation method. The primary dentist should use the fund properly. The 

aims of this study to analyze the allocation, utilization, and transparency of 

capitation funds for primary dentists. 

This research was conducted qualitatively with in-depth interviews and 

observations. The informants were selected with purposive sampling methods 

which consist of 16 (sixteen) primary dentist both as independent and clinical 

practitioners located in Palembang and Lubuklinggau cities with highest and 

lowest capitation coverage. Data were analyzed by using Miles and Huberman 

methods including data reduction, presentation, conclusion and verification.  

The results showed that the dental capitation funds that received by dentist in 

Palembang and Lubuklinggau still vary based on the patient registered. In 

Palembang, the highest capitation funds was found in the pratama clinic dentist 

with income of IDR 24,741,120 and the lowest capitation funds was found in 

independent practice dentists with income of IDR 158,100. In Lubuklinggau City, 

the highest and lowest capitation funds were found in independent practice 

dentists with income of IDR 16,058,000 and IDR 681,700. The primary dentist 

with high capitation fund allocate service cost more than operational cost. The 

primary dentist with lowest capitation fund allocate operational cost more than 

service cost. The pattern of allocation and utilization of capitation funds for the 

high capitation primary dentist is sufficient, but not for the primary dentis with 

low capitation, especially for the service cost. 

It can be concluded that the distribution of the registered patient at the primary 

dentist both in Palembang and Linggau are not balanced. The capitation funds 

are not balanced with the operational cost that should be paid by the dentist. Most 

of the operational cost is used for medical consumables product. The suggestion 

of this study is BPJS Kesehatan should review again dental capitation fund, the 

distribution of the patient registered and dental regulation for the National Health 

Insurance. 

Keywords : dentist, capitation, clinic, utilization, norm 

Citations : 55 (1990-2018)   
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ABSTRAK 

 

Dokter Gigi Primer berfungsi sebagai gatekeeper yang memberikan pelayanan 

tingkat pertama. Pembayaran kepada dokter gigi primer ditetapkan dengan sistem 

kapitasi sebesar Rp2.000 per pasien. Sistem pembayaran ini menuntut dokter gigi 

mengatur pola keuangan dengan tepat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis 

alokasi, pemanfaatan dan transparansi dana kapitasi dokter gigi primer.  

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan wawancara mendalam, telaah 

dokumen dan observasi. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling 

terdiri dari 16 (enam belas) orang dokter gigi praktik mandiri dan klinik pratama 

di Kota Palembang dan Lubuklinggau dengan cakupan kapitasi tinggi dan rendah. 

Data dianalisis dengan metode Miles dan Huberman, yakni reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan dana kapitasi tertinggi pada Kota 

Palembang ditemukan pada dokter gigi Klinik Pratama dengan pendapatan 

sebesar Rp24.741.120 dan perolehan dana kapitasi terendah ditemukan pada 

dokter gigi praktik mandiri  dengan pendapatan sebesar Rp158.100. Pada Kota 

Lubuklinggau, perolehan dana kapitasi tertinggi dan terendah ditemukan pada 

dokter gigi praktik mandiri, yakni Rp16.058.000 dan Rp681.700. Pada dokter gigi 

primer dengan kapitasi tinggi sebagian besar dana kapitasi dimanfaatkan untuk 

membayar jasa dan sisanya untuk biaya operasional. Dokter gigi primer kapitasi 

rendah menggunakan sebagian besar dana kapitasi untuk biaya operasional dan 

sisanya untuk jasa. Pola penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi pada dokter 

gigi primer kapitasi tinggi sudah cukup, tetapi untuk dokter gigi primer kapitasi 

rendah masih kurang terutama untuk alokasi jasa pelayanan. 

Dapat disimpulkan bahwa distribusi peserta pada dokter gigi di Kota Palembang 

dan Lubuklinggau belum merata sehingga masih ditemukan alokasi dana kapitasi 

yang tidak mencukupi biaya operasional. Sebagian besar biaya operasional 

dimanfaatkan untuk  bahan medis habis pakai. Saran penelitian ini adalah BPJS 

Kesehatan sebaiknya melakukan penyesuaian norma kapitasi, pemerataan 

distribusi peserta serta memperjelas regulasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

Jaminan Kesehatan Nasional. 

 

Kata kunci: dokter gigi, kapitasi, klinik pratama, utilisasi, norma 

Kepustakaan: 55 (1990-2018) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah Republik Indonesia telah mengupayakan pelayanan kesehatan 

yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Sejak tahun 2014 

Pemerintah telah menerapkan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bertujuan 

agar semua penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan dan perlindungan 

kesehatan dasar yang berkualitas, adil dan merata (Kementerian Kesehatan, 2014). 

Salah satu pelayanan kesehatan yang menjadi fokus Jaminan Kesehatan 

Nasional adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan World Health 

Organization melalui Regional Oral Health Strategy 2013-2020, penyakit gigi 

dan mulut merupakan penyakit termahal keempat untuk diobati dan memerlukan 

biaya pengobatan yang tinggi. Menurut data Riskesdas tahun 2018 didapatkan 

informasi bahwa terjadi peningkatan prevalensi penyakit gigi dan mulut di 

Indonesia, yakni dari 25,9 persen menjadi 57,6 persen. Dari prevalensi tahun 2018 

tersebut hanya 10,2 persen yang mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

dari tenaga medis gigi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kesehatan gigi 

dan mulut yang ada di Indonesia perlu penanganan yang lebih lanjut.  

Prevalensi permasalahan gigi dan mulut di Indonesia yang semakin 

meningkat merupakan tantangan bagi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional 

yang telah dimulai sejak tahun 2014.  Menurut WHO Global Conference ke 7 di 

Nairobi dan sixtieth World Health Assembly (WHA60.17) agenda item 12.9 

disebutkan bahwa kesehatan gigi dan mulut merupakan hak asasi manusia dan 
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fokus utama untuk menurunkan angka kesakitan gigi dan mulut adalah melalui 

upaya penguatan pelayanan primer sebagai gatekeeper untuk menyediakan 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut esensial yang terintegrasi dengan pelayanan 

promotif dan preventif. Hal ini dilakukan untuk mengubah konsep pelayanan gigi 

dan mulut dari paradigma sakit menuju paradigma sehat. Dokter gigi sebagai lini 

pertama di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan kunci 

keberhasilan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang 

berkualitas bagi masyarakat  sehingga dapat menekan angka kesakitan gigi dan 

mulut yang ada di Indonesia (Dewanto dan Lestari, 2014).  

Permasalahan gigi dan mulut yang semakin meningkat harus dipecahkan 

dengan bijaksana. Secara faktual, pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui 

sistem jaminan kesehatan nasional telah dimulai sejak tahun 2014. Namun 

demikian, prevalensi penyakit gigi dan mulut yang ada di Indonesia semakin 

mengalami peningkatan. Oleh karena itu diperlukan sebuah evaluasi untuk 

mengetahui permasalahan apa yang menjadi penyebab kurang optimalnya 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut di era Jaminan Kesehatan Nasional. 

Salah satu permasalahan utama yang menyebabkan belum optimalnya 

pelayanan kesehatan gigi dan mulut di FKTP adalah sistem pembayaran kapitasi 

terhadap dokter gigi. Kazungu dkk. (2010) mengatakan bahwa terdapat hubungan 

antara sistem pembiayaan terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Pendapatan 

kapitasi yang masih relatif kecil belum efektif meningkatkan kinerja dokter di 

Indonesia (Hendrartini, 2008). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

(Permenkes) nomor 12 tahun 2016 tarif kapitasi dokter gigi di FKTP ditetapkan 

sebesar Rp2000,00 per peserta per bulan, baik sebagai dokter gigi praktik mandiri 
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maupun bergabung dengan klinik pratama. Besaran kapitasi ini belum memenuhi 

kecukupan biaya yang harus dikeluarkan oleh dokter gigi selama memberikan 

pelayanan kepada pasien. Penelitian dari Budiarto dkk. (2015) menunjukkan rata-

tata pendapatan dana kapitasi yang diterima oleh dokter gigi di 6 kabupaten/ kota 

di Kalimantan Timur sebesar Rp14.203.000,00 dan rata-rata biaya yang harus 

dikeluarkan adalah Rp28. 373. 667,00. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana 

kapitasi dokter gigi belum mencukupi biaya pelayanan yang harus dikeluarkan.  

Sumatera Selatan memiliki jumlah dokter gigi praktik mandiri terbesar 

ketiga di Indonesia, yakni 331 dokter gigi. Selain itu, jumlah FKTP gigi, yakni 

dokter gigi praktik mandiri dan klinik pratama BPJS Kesehatan di Provinsi 

Sumatera Selatan saat ini berjumlah 173 klinik dengan jumlah terbesar ditemukan 

di Kota Palembang dan Lubuklinggau (Kementerian Kesehatan, 2018). Jumlah 

tenaga medis dan fasilitas kesehatan gigi yang ada belum mendukung peningkatan 

kesehatan gigi dan mulut di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat dari 

data riskesdas tahun 2018 yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

prevalensi penyakit gigi dan mulut di Provinsi Sumatera Selatan dari 19,5 persen 

menjadi 52,4 persen. Dari prevalensi tahun 2018, hanya 5,8 persen yang 

menerima pelayanan kesehatan gigi dan mulut dari tenaga medis gigi. Hal ini 

menunjukkan bahwa permasalahan gigi dan mulut yang ada di Sumatera Selatan 

perlu penanganan yang lebih lanjut.  

Berdasarkan survei awal yang telah dilakukan terhadap beberapa fasilitas 

kesehatan gigi dan mulut di Kota Palembang dan Lubuk Linggau, terdapat 

beberapa permasalahan terkait dana kapitasi yang diterima oleh dokter gigi yang 

memberikan pelayanan kesehatan. Survei pertama dilakukan di kota Palembang 
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pada sebuah praktik dokter gigi mandiri. Praktik dokter gigi tersebut memiliki 

jumlah peserta terdaftar sekitar 2300 pasien. Hal ini berarti jika setiap peserta 

dibayar sebesar Rp2000 berdasarkan kapitasi yang telah ditetapkan maka 

pendapatan yang diterima oleh dokter gigi tersebut sebesar Rp4.600.000,00 (2300 

peserta dikalikan dengan Rp2.000,00). Pengeluaran yang harus dibayar oleh 

dokter gigi tersebut dalam satu bulan adalah Rp4.900.000,00 dengan rincian biaya 

jasa pelayanan sebesar Rp1.500.000,00 (30,61 persen) dan biaya operasional 

sebesar Rp3.400.000,00 (69,3 persen). Rincian biaya operasional yang digunakan 

adalah Rp1.400.000,00 untuk bahan medis habis pakai, Rp1000.000,00 untuk 

biaya listrik, telepon dan air, Rp500.000,00 untuk perawatan alat, Rp500.000,00 

untuk untuk pembelian alat tulis kantor (ATK). Hal ini menunjukkan dana 

kapitasi yang didapat belum mencukupi biaya pelayanan yang harus dikeluarkan. 

Survei kedua dilakukan terhadap sebuah klinik pratama di kota 

Palembang. Berdasarkan hasil survei didapatkan data bahwa jumlah peserta yang 

terdaftar sebesar 8770 peserta. Berdasarkan data tersebut, penghasilan yang 

seharusnya diterima sebesar Rp17.540.000,00 namun demikian pendapatan yang 

diterima oleh dokter gigi tersebut sebesar Rp11.100.000,00. Hal ini juga 

dikarenakan adanya penilaian Kapitasi Berbasis Komiten Pelayanan (KBKP) yang 

mempengaruhi pendapatan dokter gigi tersebut. Hasil perhitungan menunjukkan 

bahwa biaya pengeluaran yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp10.000.000,00 

dengan rincian biaya jasa pelayanan sebesar Rp6.500.000,00 (65 persen) dengan 

rincian untuk pembayaran gaji perawat dan dokter pengganti dan biaya 

operasional sebesar Rp3.500.000,00 (35 persen) dengan rincian untuk bahan 

medis habis pakai sebesar Rp2.000.000,00, untuk pembayaran listrik, air, dan 
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telepon sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp500.000,00 untuk pemeliharaan alat. 

Berdasarkan survei tersebut, dana kapitasi yang diperoleh masih mencukupi 

kebutuhan biaya pelayanan yang harus dikeluarkan.  

Survei ketiga dilakukan di Kota Lubuklinggau. Survei dilakukan pada 

sebuah praktik dokter gigi mandiri yang telah bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan. Jumlah kapitasi yang terdaftar pada dokter gigi tersebut sebanyak 

empat ratus peserta. Pendapatan yang diterima oleh dokter gigi tersebut sebesar 

Rp800.000,00 per bulan. Pengeluaran untuk biaya operasional yang harus dibayar 

oleh dokter gigi tersebut sekitar Rp2.000.000,00 per bulan.  Dana kapitasi yang 

diperoleh belum mencukupi kebutuhan biaya pelayanan yang harus dikeluarkan. 

Perbedaan pendapatan dana kapitasi ini merupakan sebuah kajian utama 

untuk menganalisis pemanfaatan dana tersebut sehingga tetap menghasilkan 

pelayanan yang berkualitas bagi pasien. Penelitian secara terstruktur dan 

mendalam diperlukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana kapitasi 

pada dokter gigi praktik mandiri dan klinik pratama. Adanya perbandingan ini 

diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prinsip kendali mutu 

dan kendali biaya. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 terjadi peningkatan prevalensi 

penyakit gigi dan mulut di Provinsi Sumatera Selatan dari 19,5 persen menjadi 

52,4 persen. Dari prevalensi tahun 2018 tersebut, hanya 8 persen penduduk yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dari tenaga medis gigi dan 

mulut. Hal ini tidak sejalan dengan jumlah tenaga sumber daya manusia dan 

fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di Sumatera Selatan. Berdasarkan 

data dari Kementerian Kesehatan RI Tahun 2018 Sumatera Selatan memiliki 

jumlah dokter gigi praktik mandiri terbesar nomor 3 di Indonesia dengan jumlah 

331 dokter gigi. Rasio penyebaran dokter gigi terbesar ditemukan di Kota 

Palembang dan Lubuklinggau. Selain itu, jumlah FKTP gigi, yakni dokter gigi 

praktik mandiri dan klinik pratama BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan 

saat ini berjumlah 173 dengan jumlah terbesar ditemukan di Kota Palembang dan 

Lubuklinggau. Survei awal yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terjadi 

perbedaan alokasi dana kapitasi yang diperoleh dari BPJS Kesehatan baik pada 

praktik dokter gigi mandiri maupun dokter gigi klinik pratama sehingga terjadi 

perbedaan terhadap penggunaannya. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik 

sebuah rumusan masalah penelitian, yaitu Bagaimanakah alokasi, pemanfaatan, 

dan transparansi dana kapitasi pada dokter gigi praktik mandiri dan dokter 

gigi praktik klinik pratama di kota Palembang dan Lubuklinggau. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan dana 

kapitasi dokter gigi praktik mandiri dan dokter gigi praktik di klinik pratama pada 

kota Palembang dan Lubuklinggau selama Jaminan Kesehatan Nasional. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Menganalisis alokasi dana kapitasi dokter gigi di Kota Palembang dan 

Lubuklinggau yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik sebagai 

dokter gigi praktik mandiri maupun sebagai jejaring klinik pratama. 

2. Menganalisis penggunaan dana (utilisasi) kapitasi dokter gigi di Kota 

Palembang dan Lubuklinggau yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, 

baik sebagai dokter gigi praktik mandiri maupun jejaring klinik pratama. 

3. Menganalisis transparansi/ kesesuaian penggunaan dana kapitasi dokter 

gigi di Kota Palembang dan Lubuklinggau yang bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan, baik sebagai dokter gigi praktik mandiri maupun jejaring 

klinik pratama dengan  dengan Peraturan Pemerintah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

1.4.1. Manfaat teoritik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menganalisis kebijakan dan 

regulasi terkait dana kapitasi dokter gigi sehingga akan bermanfaat untuk 

memperkaya konsep dan pendekatan kajian teoritis serta dapat memberikan 

informasi mengenai pemanfaatan dana kapitasi dokter gigi di kota Palembang dan 

Lubuklinggau. 
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1.4.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan 

kepada Dokter Gigi, Pengurus Besar (PB) Persatuan Doker Gigi Indonesia, 

Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk melakukan upaya perbaikan  

besaran dana kapitasi yang selama ini dibayarkan kepada dokter gigi yang bekerja 

sama dengan BPJS Kesehatan. 
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